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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan program kerja LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta 

problematika yang ada dengan disertai penyelesaian masalah yang dapat digunakan. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara 

langsung kepada pihak yang bersangkutan, dokumentasi, serta data tambahan seperti 

dokumen dan bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Selama ini LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan program 

edukasi kepada pelaku usaha dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan pemerintah. Dalam proses Sertifikasi Halal melalui skema reguler 

diperlukan keterlibatan auditor halal yang tergabung dalam Lembaga Pemeriksa 

Halal (LPH). Pada permohonan Sertifikasi Halal dengan mekanisme reguler 

dikenakan tarif layanan yang terdiri dari komponen biaya pendaftaran, pemeriksaan 

kehalalan produk oleh LPH, dan penerbitan sertifikat halal. Dari sekian banyaknya 

biaya yang ada, LPH melakukan kerja sama dengan lembaga fasilitasi dengan 

harapanya agar pelaku usaha tidak keberatan melakukan sertifikasi halal berbayar. 
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2. Dalam melaksanakan tugasnya, LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki 

beberapa tantangan atau hambatan yaitu tingkat kesadaran pelaku usaha masih 

rendah dan masih terpaksa melakukan sertifikasi halal, kurang kerja sama antara 

pelaku usaha dan auditor halal apabila pelaku usaha sertifikasi dengan fasilitasi, 

biaya yang cukup tinggi, serta sosialisasi yang belum maksimal. Selama ini baik 

pemerintah maupun lembaga halal yang terlibat dalam sertifikasi halal telah 

melakukan tugasnya dengan baik, namun hal itu ternyata masih kurang cukup 

dirasakan oleh para pelaku usaha UMKM. Maka dengan problematika yang ada, 

diharapkan adanya solusi, perbaikan serta penerapan wujud implementasi 

sertifikasi halal dengan dukungan pihak yang terlibat dalam implementasi tersebut 

baik dari pemerintah, lembaga halal, asosiasi UMKM serta dari pelaku usaha itu 

sendiri.  

B. SARAN 

Berdasarkan hasil yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi LPH dan lembaga terkait hendaknya memberikan edukasi dan sosialisasi yang 

masif kepada konsumen dan pelaku usaha khususnya pelaku UMKM mengenai 

kewajiban dan pentingnya sertifikasi halal. BPJPH harus segera melengkapi 

perangkat yang belum lengkap dan memperbanyak LPH serta auditor halal demi 

terlaksananya proses Sertifikasi Halal. BPJPH juga harus mengajak mitra dan 

kepentingan terkait termasuk organisasi masyarakat dan perguruan tinggi untuk 
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meningkatkan kesadaran halal dan menyiapkan metode untuk melakukan edukasi 

secara masif. Disamping itu pengawasan secara continue terhadap produk 

khususnya makanan dan minuman yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen 

baik dari segi agama maupun materi serta penegakan hukumnya harus diperkuat. 

2. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, diharapkan segera 

melakukan pendaftaran Sertifikasi Halal kepada BPJPH karena memiliki sertifikat 

halal wajib dan sangat penting untuk menjamin kehalalan suatu produk. UMKM 

sebagai produsen sudah seharusnya memberikan perlindungan berupa sertifikat 

halal sebagai bentuk legalitas dan keamanan dari produk yang diproduksi. Pelaku 

usaha harus menerapkan jaminan produk halal karena halal tidak hanya berhenti 

pada bahan yang digunakan, tetapi juga bagaiman cara memproduksi, distribusi 

tetapi juga sampai pada tahap akhir untuk siap dikonsumsi. Kemudian bagi pelaku 

usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal diharapkan dapat menjaga 

produknya dengan tidak merubah bahan yang ada pada produk yang 

mengakibatkan dapat merubah status kehalalannya. 

3. Bagi konsumen khususnya konsumen Muslim hendaknya meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran akan pentingnya memperhatikan dan memastikan 

kehalalan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini dapat 

ditempuh dengan mencari informasi terlebih dahulu apakah produk yang ingin 

dibeli telah mendapatkan sertifikat halal dan teliti dalam memperhatikan label halal 

yang ada pada kemasan produk sebelum membeli produk tersebut. Konsumen 
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harus menjadi lebih selektif dan aktif dalam memberikan informasi jika terdapat 

produk yang tidak jelas kehalalannya. 

4. Bagi pemerintah perlu adanya penegasan terus menerus mengenai sanksi serta 

batas waktu produk wajib bersertifkat halal yang sudah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan seharusnya pelaku usaha lebih meningkatkan kesadaran 

dirinya untuk segera melakukan Sertifikasi Halal. Pertanggungjawaban pelaku 

usaha atas makanan yang tidak bersertifikat halal dan beredar di masyarakat yaitu 

dengan memberikan sanksi berupa penarikan teguran lisan, penarikan produk dari 

pasar dan sanksi pidana. Apabila ditemukan masih adanya produk yang tidak 

berlabel halal, dan berarti belum bersertifikat halal, dapat diterapkan ketentuan 

pidana yang terdapat dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, antara lain 

pidana penjara, pidana denda dan lainnya. 
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